
BUPATITAPIN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat
(I), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2),
Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99
ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
NomOI 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun. 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi KewenanganDaerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

BABI
KETENTUANUMUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pcdoman Tcknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUMDAERAHUNITPELAKSANATEKNISPUSAT
KESEHATAN MA:SYARAKAT.
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4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan
pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitaiif,
dan/ atau paliatif di wilayahkerjanya.

5. Badan Layanan UmumDaerah yang selanjutnya disebut BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas
atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaandaerah pada umumnya.

6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengeloaan
keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. PolaPengelolaanKeuanganBLUDyang selanjutnya disebut PPK­
BLUDadalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
eksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek­
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualiandari ketentuan pengelolaankeuangan negara pada
umumnya.

8. BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas
Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan
PPK-BLUDsecara penuh.

9. Pejabat Teknis BLUDPuskesmas adalah koordinator pelayanan
kesehatan yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis
operasionaldan pelayanan di bidangnya.

10. Pendapatan BLUD adalah semua bentuk penerimaan BLUD
yang berasal dari beberapa sumber.

11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

12. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dapat dicapai dalammelaksanakan tugas pokokdan fungsinya.

13. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan atas kinerja.
14. Rencana Bisnis dan Anggaranyang selanjutnya disingkat RBA

adaiah dokurnen rencana anggaran tahunan BLUD, yang
disusun dan disajikan sebagaibahan penyusunan rencana kerja
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang seianjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen
perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana be1anja program dan kegiatan satuan
kerja perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.--

- 3 -
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16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap
setiap bulan.

17. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang
bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut
BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menye1enggarakan program jaminan sosial.

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
PPKD adalah kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum Daerah.

22. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang
dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama
berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

23. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS
kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama
berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

24. Jasa Layanan adalah 'imbalan atas pe1ayanan yang diberikan
oleh tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kepada
pasien atau masyarakat.

25. Hibah adalah pemberian barang atau jasa yang diperoleh dari
masyarakat atau badan lain.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.

27. Rekening Kas BLVD adalah temp at penyimpanan uang BLVD
pada bank yang ditunjuk oleh Bupati,

28. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi
belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam DPA.

29. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan
realisasi belanja BLVD yang bersumber dari jasa layanan pada
satu tahun anggaran.

30. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan
realisasi belanja BLVD yang bersumber dari jasa layanan pada
satu tahun anggaran.

- 4 -
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Pasal4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. prinsip-prinsip, penyusunan, penjabaran, pengajuan, penetapan

BLVD,Fleksibilitas dan perubahan RBABLVD;
b. pengelolaan belanja BLVD;
c. pelaksanaan anggaran BLVD;
d. piutang dan utangJpinjaman BLVD;
e. investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan Defisit anggaran

BLVD;
f. remunerasi;
g. tata cara pembayaran; dan
h. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasa13
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan

BLVDPuskesmas; dan
b. mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLVD Puskesmas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa12
Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan
keuangan BLVD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLVDsecara
penuh di lingkungan Pemerintah Daerah.

BABII
MAKSVD,TVJVANDANRVANGLINGKVP

31. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBAdan DPA.

32. Anggaran Berbasis Kinerja adalah analisis kegiatan yang
berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan
sumber daya secara efisien.

33. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik Daerah, koperasi, yayasan dan
lembaga didalam negeri maupun luar negeri yang berbadan
hukum.

34. Ikhtisar RBAadalah ringkasan RBAyang berisikan program,
kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta
pembiayaan sesuai dengan format RKASKPDdan format DPA
BLVD.
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Penganggaran BLUD Puskesmas berpedoman .pada .prinsip-prinsip
sebagai berikut:
a. RBAdan laporan keuangan disusun dan disajikan dalam satu

rekening sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBDdan
laporan keuangan Pemerintah Daerah;

b. untuk .peleyanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD
diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran,
pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya;

c. BLUDmenyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka
menengah Daerah;

d. BLUDmenyusun RBAmengacu kepada rencana strategis;
e. seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk

membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e
meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD;

g. pagu anggaran BLUD dalam rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan
Surplus anggaran BLUD,dirinci dalam 1 (satu) kegiatan dan 1
{satu] sUD'kegiatan, yaitu:
1. be1anjayang didanai dari Pendapatan BLUDdan dari saldo

awal kas dicantumkan ke dalam ringkasan RBAdalam 1
(satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan;

2. satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu)
adalah 'kegiatan peningkatan pelayanan BLUD; dan

3. satu sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu) adalah sub kegiatan pelayanan dan penunjang
pelayanan BLUD.

h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada 'huruf g dituangkan datam oRB1\:; dan
pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD sebagaimana dimaksud
pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

PasalS

Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah

BABIII
PRINSIP-PRINSIP,PENYUSUNAN,PENJABARAN,PENGAJUAN,
PENETAPAN,FLEKSIBILITASDANPERUBAHANRENCANA
BISNISDANANGGARANBADANLAYANANUMUMDAERAH
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Pasal 7
(1) RBAdisusun berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang

diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan
kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sarna dengan pihak
lain darr/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber
Pendapatan BLUD lainnya.

(2) Anggaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada
pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara
efisien.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang
berlaku.

(4) Dalam hal standar satuan harga untuk suatu unit barang/jasa
belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), standar
harga dapat mengacu kepada standar harga nasional, regional,
ataupun e-katalog.

'(5) Dalam hal standar satuan .harga suatu unit 'barang/jasa belum
diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemimpin BLUD
Puskesmas dapat menetapkan standar satuan harga dengan
mempertimbangkan aspek kewajaran dan rasionalitas.

(6) Pemimpin BLUD dapat mengusulkan standar satuan harga
sebagairnana dirnaksud pada ayat '(5) 'ke da1am standar sa:tuan
harga untuk tahun anggaran berikutnya.

(7) Kebutuhan belanja dan kemarnpuan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang
dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

.Pasal..6
(1) Pemimpin BLVDPuskesmas menyusun RBAmengacu kepada:

a. rencana strategis; dan
b. pagu anggaran BLVDdalarn APBD.

(2) Pada tahap perencanaan, RBA dan rincian RBA disusun untuk
menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana
serta pagu anggaran BLVD yang diperlukan untuk
menyelenggaraan pelayanan.

(3) Pada tahap pelaksanaan, RBAmerupakan penjabaran anggaran
BLUDdari plafon anggaran yang tercantum di dalarn APBD.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Badan Layanan Umum Daerah
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. .a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing:
d. kornisi,potongan ataupun bentuk lain sebagai .akibat dari

penjualan dan/ atau pengadaan barang danIatau jasa oleh
BLUD;

e. investasi; dan
f. peng mbangan usaha.

PasallO
(I) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .huruf a 'berupa Imbalan
yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat.

(2) Pendapatan BLUDyang bersumber dari hibah sebagaimana
dimaksud dalarnPasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan
hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan
lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),digunakan sesuai dengan
tujuan pemberian 'hibah, sesuai dengan peruntukannya yang
selaras dengan 'tujuan BLVD sebagaimana 'tercantum dalarn
naskah perjanjian hibah.

(4) Hasil kerja sarna dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari
kerja sarnaBLUD.

(S) Perrdapatan BLUDyang bersumber dad APBD sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang
berasal dari DPAAPBD.

(6) Lain-lain Pendapatan BLUDyang sah sebagaimana dimaksud
dalarn 'Pasal'g truruf e, meliptrti:

Pasal9
Pendapatan BLUDsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf a
bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerja sarna dengan pihak lain;
.d. APBD;dan
e. lain-lainPendapatan BLUDyang sah.

P-asal.8
Struktur anggaran BLUD,terdiri atas:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD;dan
c. pembiayaanBLUD.

BagianKetiga
Penjabaran RencanaBisnis dan Anggaran

Badan LayananUmumDaerah
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Pasal14
(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

c terdiri atas:
a. penerimaanpembiayaan;dan
h. ~~uaFM1:~mbiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali darr/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pad a tahun
.arrggararr yang- uersangkutan rrraupun parra 'tahurr .anggararr
'beriktttnya.

Pasal13
(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. belanjamodal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan
fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan
belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b
mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap
dan aset 'Iainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua
belas] bulan 'untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan
bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset
lelap Tainnya,

Pasal12
(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah.
terikat.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud _pada ayat ,(1)
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 11
(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

.(2) Unit usaha .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari BLUD yang betugas melakukan .pengembangan
layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk
mendukung kegiatan BLUD.

-9-
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Pasal17
(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a merupakan ringkasan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 16 ayat (1) 'huruf -b,
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan.
yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari
rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang
dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan
tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif
layanan.

(4) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 1'6ayat It) 'huruf d, merupakan besaran perserrtase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional
yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
fnrrnf -e,merupakan perhitungan .kebutuhan dana untuk tahun
anggar-an berikutnya -dari tahun yang direncanekan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berik',~_'~fb.,...... ,

Pasal16
(1) RBAsebagaimana dimaksud dalam Pasal6, meliputi:

a. ringkasanpendapatan,belanjadanpembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran Persentase Ambang Batas; dan
e. perkiraan maju atau forward estimate.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola
anggaran fleksibel dengan suatu Persentase Ambang Batas
tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
standar pelayanan minimal.

Pasal15
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal14

ayat (1)huruf a meliputi:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

.sehelumnya;
b. divestasi; dan
c. penerimaan utang/ pinjaman.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1)huruf b meliputi:
a. investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/ pinjaman.

- 10 -
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Pasal20
(1) PPKDmenyampaikan RKAbeserta RBAsebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah untuk
dilakukan penelaahan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD
untuR'1:ffiD.

Pasal19
(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari
RKA.

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat
Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran

Badan layanan Umum Daerah

Pasal18
(1) Pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikarr/ dikonsolidasikan
ke dalam RKASKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode
rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain
pendapatan asli Daerah yang sah dengan 0byek pendapatan
dari BLVD.

(2) Belanja BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang
sumber dananya berasal dari pendapatan BLVDsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e
dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD,
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKASKPDpada akun
belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program,
1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) output dan
jenis belanja,

(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan
serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

(4) Pembiayaan BLUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
c diintegrasikan Zdikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD
selanjutnya diintegrasikarr/ dikonsolidasikan pada akun
pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah
selaku bendahara umum Daerah.

(5) Pemimpin BLVDdapat melakukan pergeseran rincian belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi
pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk
selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
(7) Ringkasan RBA berisikan program, kegiatan dan sumber

pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan.

- 11 -
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Pasa122
(1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera,

BLUDdapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya
dalam RBAdefinitif.

(2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan
terjadinya perubahan plafon anggaran kegiatan yang tercantum
dalam APBDdan DPA.

(3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai
berikut:
a. pemimpin BLUDmengadakan perubahan rincian anggaran

biaya dalam RBAberdasarkan pemenuhan kebutuhan yang
cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanaan;

b. kebutuhan yang cepat dan mendesak sebagaimana
dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam rapat pimpinan
BLUD;

c. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar
rincian anggaran biaya darr/atau penambahan rincian baru
karen a adanya perkembangan kebutuhan pelayanan;

d. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada
Dewan Pengawas BLUD dan kepada PPKD pada
kesempatan awal; dan

e. mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat "(1), ayat «2', dan
ayat (3)ditetapkan dengan Peraturan PemimpinBLUD.

Bagian Kelima
Fleksibilitas dan Perubahan

Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif

Pasal21
(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA

beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada PPKD untuk
dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD.

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA
mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan
penetapan APBD.
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Pasal24
(1) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2)dihitung tanpa memperhitungkan saldo
awal kas.

(2) Besaran Persentase AmbangBatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional,
meliputi:
a. kecenderunganZtren seIisih anggaran pendapatan BLUD

selain APBDtahun. berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya;dan

b. kecenderunganZtren selisih pendapatan BLVDselain APBD
dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran Persentase AmbangBatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),dicantumkan dalam RBAdan DPA.

(4) Pencantuman ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran
persentase ambang batas.

t5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat ill
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur,
rasional dan dipertanggungjawabkan.

(6) AmbangBatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),digunakan
apabila pendapatan BLVDsebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi
target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBAdan DPA
tahun yang dianggarkan.

Pasal23
(I] Pengelolaan belanja BLVD diberikan Fleksibilitas dengan

mempertimbangkanvolumekegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),merupakan

belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam
Ambang Batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara
definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan terhadap belanja BLVD yang bersumber dari
pendapatan BLVDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(4) AmbangBatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan
besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan
melampaui anggaran dalam RBAdan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLVD melampaui Ambang Batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4),terlebih dahulu mendapat
persetujuan Bupati.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLVDmengajukan
usulan tambahan anggaran dari APBDkepada PPKD.

BABIV
PENGELOLAANBELANJA
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Pasal29
Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD menyusun
laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan
pemhiayaan BLUDsecara berkala kepada PPKD.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan surat pemyataan tanggung jawab yang
ditandatangani oleh pemimpin.

(1)

Pasal28
(1) DPAyang telah disahkan dan RBAmenjadi lampiran perjanjian

kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin BLUD.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara

lain rnemuat kesanggupan urrtuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Pasa127
(1,) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran
yang bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai,
belanja modal dan belanja barang darr/atau jasa yang
mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA
dan memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan melampirkan RBA.

Pasal26
(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran

BLUD.

Pasal25
BLUDmenyusun DPAberdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
untuk diajukan kepada PPKD.

BABV
PELAKSANAANANGGARANBADANLAYANANUMUMDAERAH
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(2)

(1)
Pasal33

BLVD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan
barang, jasa, danjatau transaksi yang berhubungan langsung
atau tidak langsung kegiatan BLVD.
BLVD me1aksanakan penagihan piutang pada saat piutang

j ....... _ jatuli -tempo,dilengkapi administrasi penagihan.
! ~-RAf3) Dalam hat piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan
l ~_ _ ~-__ "~f>~ala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.
1 ASPtMKESRi'. i'~~-+-~-----"""'it nul 1_ \~ ~:MIl- MAKARASA ' t
~::.::. ~
i ii,~j;iA.L"dAGtAN HVKL::.1

BABVI
PIVTANGDANVTANGjPINJAMANBADANLAYANANUMUM

DAERAH

Pasal32
Dalam pelaksanaan anggaran, BLVD melakukan penatausahaan
keuangan paling sedikit memuat:
a. pendapatan dan belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. utang dan piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas.

Pasal31
(1) Dalam pengelolaan kas, BLVDmenyelenggarakan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLVD;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup Defisit jangka

pendek;dan
f. pemanfaatan Surplus kas untuk memperoleh pendapatan

tambahan.
(2) Penerimaan BLVD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin

melalui pejabat keuangan.

Pasal30
(1) Untuk pengelolaan kas BLVD, pemimpin membuka rekening

kas BLVD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Rekening kas BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas
yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala
menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
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Pasal38
(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran
kembali alas utang/pinjaman lersebullebih dari 1 (satu] tahun
anggaran.

(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Pembayaran utang/ pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud pad a ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran
kembali utangy pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman,
bunga - biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran

(,.;jARA.: berikutny; sesuai dengan persyaratan perjanjian
=-~__'.........~.-.~.-w.yarnan yang bersangkutan.

Pasal37
(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utangj'pinjaman

jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
yang telah jatuh tempo.

(2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga
dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang
telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal36
(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam

pasal 35 ayat (2) merupakan utang/ pinjaman yang memberikan
manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan
operasional. dan/ atau yang diperoleh dengan. tujuan untuk
menutup selisih an tara jumlah kas yang tersedia ditambah
proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah
pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran utangj'pinjaman jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran
kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun
anggaran berkenaan.

(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayata (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/ pinjaman yang
ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utangj pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab
BLUD.

Pasal35
.(1.) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan

kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman dengan
pihak lain.

(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
utang/pinjaman jangka pendek atau utangj'pinjaman jangka
panjang.

Pasal34
Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
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(2)

(1)
Pasal41

Sisa lebih perhitungan anggaran BLVDmerupakan selisih lebih
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1
(satu) tahun anggaran.
Sisa le~erhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat . ll) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran

PARAF '.
_-"""'It"'....p_ar1js~,) periode anggaran.

, I,
.. . I

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal40
(1) Investasijangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal33

ayat (2)merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau
kurang.

(2) Investasijangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Surplus kas jangka
pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasijangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga)

sampai dengan 12 (dua belas) bulan darr/atau yang dapat
diperpanjang secara otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:
a. dapat segera diperjual belikarr/ dicairkan;
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal39
(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat

bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan
BLUDdengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud <pada ayat (1) berupa investasi
jangka pendek.

Bagian Kesatu
Investasi

BABVII
INVESTASI,SISA LEBIH PERHITUNGANANGGARANDANDEFISIT

ANGGARANBADANLAYANANUMUMDAERAH

(4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal43
Pendapatan BLUDyang bersumber darijasa layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
a. Dana~anitasi BPJS Kesehatan;

~AR;.~. Dana. No: Kapitasi BPJS Kesehatan; dan
c f~an lainnya sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD.

~}~_;\;'J.til1:~_~ .......__ ;--!
;- v":'~II·I:lAr.-, ' " l!jJ'~:'". f'c.-,.w t ~ \.;.i ...... '-. • ~_~ J

Bagian Kesatu
Jasa Layarian

BAH VHI
REMUNERASI

Pasal42
(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara

pendapatan dengan belanja BLUD.
-(2) Dalarn hal anggaran BLUD diperkirakan Defisit, 'ditetapkan

pembiayaan untuk menutupi Defisit tersebut antara lain dapat
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman

Bagian Ketiga
Defrsit Anggaran

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan
sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana perrgeluaran
BLUD.

(4) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
harus melalui mekanisme APBD.

(q) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan
mendahului perubahan APBD.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
-mene~:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dan Iatau belum cukup
anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang .lebih besar bagi Pemerirrtah
Daerah dan masyarakat.
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(3)

.(2)

Pasal45
Pembayaran jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan.
Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. calon pegawai negeri sipil;
b. pegawai negeri sipil;
c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
d. .peserta program internsip;
e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara

sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;dan

f. pegawai non pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan "peraturan perunda~g- undangan,

Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga kesehatan
dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan
mempertimbangkan variabel:
a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
b. kehadiran;
c. mas a kerja; dan
d. tanggung jawab program.
Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai sebagai berikut:
a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan dan

kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
c. tenaga kesehatan setara strata-1 atau diploma-IV diberi

nilai 80 (delapan puluh);
b. tenaga kesehatan setara strata-2 diberi nilai 90 (sembilan

puluh];
a. tenaga kesehatan diploma-3 diberi nilai 60 (enam puluh);
b. tenaga non kesehatan setara strata-2 diberi nilai 60 (enam

puluh);
c. tenaga non kesehatan strata-l diberi nilai 60 (enam puluh);
0. tenaga non 'kesehatan diploma-B. atau asisten tenaga

kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh);
e. tenaga non kesehatan di bawah diploma-3 diberi nilai 25

-(tttta~fuluh lima); dan
f. pesefa program internship diberi nilai 70 (tujuh puluh) .

•d •• "y ~

(1)

Pasal44
Dana Kapitasi URIS Kesehatan .sebagaimana .dimaksud .dalamPasal
43 huruf a dimanfaatkan untuk:
a. pembayaranjasa layanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh

persen); dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%

(empat puluh persen).

Bagian Kedua
Dana Kapitasi
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(5) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas
administratif sebagai:
a. Pemimpin BLUDdiberi nilai 100 (seratus);
b, Pejabat KeuanganjKasubbag_ Tata Usaha diberi nilai 80

(delapan puluh);
c. Pejabat Teknis diberi nilai 50 (lima puluh);
d. Bendahara Pengeluaran BLUDdiberi nilai 50 (lima puluh);
e. Bendahara Penerimaan BLUDdiberi nilai 40 (empat puluh);
f. Pengurus Barang Pembantu diberi nilai 20 [dua puluh];
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu diberi nilai 20 (dua

puluh); dan
h. Penanggung Jawab Klaster diberi nilai 10 (sepuluh).

(6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b dinilai sebagai berikut:
a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
b. tidak hadir apel pagi atau siang 7 (tujuh) kali atau pulang

sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7
(tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;

c. ketidakhadiran karen a sakit paling banyak 3 (tiga) hari
kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;

d. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan
tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana
dimaksud pad a huruf (a); dan

e. izin belajar atau pelatihan tetap dianggap hadir.
(7) Variabel mas a kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c dinilai sebagai berikut:
a. di bawah dari 5 (lima) tahun diberi nilai 3 (tiga);
b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi

nilai 5 (lima);
c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima be1as) tahun

diberi nilai 10 (sepuluh);
d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh)

tahun diberi nilai 15 (lima belas);
e. 21 [dua puluh satu) tahun sampai dengan 2'5 (dua puluh

lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua

puluh lima).
(8) Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) hurtrf d diberikan 'kepada petugas yang merangkap
sebagai penanggung jawab program atau setara diberi nilai
tambahan 10 (sepuluh), apabila ada tambahan program diberi
nilai tam bahan 5 (lima).

(9) Jumlah jasa layanan yang diterima oleh masing-masing tenaga
kesetratarr 'dan non kesehatan -dihitung -dengan menggurrakan
formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal49
(1) Pendapatan dari jasa layanan sesuai Pasal 43 huruf c

dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasionalBLUDsebesar
50 (lima puluh) persen dan jasa pelayanan 50 (lima puluh)
persen.

(2) Jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga
non kesehatan BLUDdihitung dengan menggunakan poin-poin
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III_yangmerupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BagianKeempat
Jasa Layanan Sesuai TarifPelayananKesehatan BLUD

BagianKetiga
Dana NonKapitasi

Pasal48
(1) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

huruf b dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana
yang diusulkan oleh BLUDPuskesmas berdasarkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan.

(2.) Jenis layanan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Pemanfaatan dana non kapitasi yaitu untuk dukungan biaya
operasional BLUD danIatau jasa pelayanan. Jumlah jasa
pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan
dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan poin-poin
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal47
Penetapan rincian dan besaran pemanfaatan dukungan biaya
operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan
dengan Keputusan PimpinanBLUD.

Pasal46
Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huruf b dengan rincian sebagai berikut:
a. belanja barang dan jasa;
b. belanja modal;dan
c. belanja Pegawai.

- 21 -
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(6)

(5)

(4)

(3)

Pasal51
(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur
jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan
kebijakan akuntansi.
BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disertai
dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian
hasil atau keluaran BLUD.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit
oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABX
PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal50
Pengelolaan keuangan BLUD mempunyai sifat fleksibilitas sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya,
sehingga proses pencairannya dapat:
a. tambah uang;
b. lumpsum;
c. uang persediaan; dan
d. ganti uang persedian,
tergantung pada jenis pengeluaran dan proses yang digunakan.

BABIX
TATACARAPENCARlANDANA

- 22 -
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Pasal54
Pemberlakuan Pola Keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati
ini berlaku sejak ditetapkannya BLVDPuskesmas di Daerah.

BABXI
KETENTUANPERALIHAN

Pasa153
Ketentuan Format Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah meliputi:
a. format RBApendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. format RKApendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. format DPApendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan;
e. format surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan

pembiayaan;
f. format surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

dan
g. format Laporan Keuangan BLVD;

1. Iaporan realisasi anggaran;
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. neraca;
4. laporan operasional;
5. laporan arus kas;
6. laporan perubahan ekuitas: dan
7. catatan atas laporan keuangan.

Pasal52
(1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan

tahunan.
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan
setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review
oleh SKPDyang membidangi pengawasan di Daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan
SKPDJ untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
kesatuan dari laporan keuangan BLVDtahunan.

- 23 -
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DAERAHKABUPATENTAPINTAHUN2025 NOMOR 21

Diundangkan di Rantau
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPA'fEN TAPIN,

2025
Ditetapkan di Rantau
pada tanggal '9 d"uni!-BUPATITAPIN, r

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Pasa155
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BABXII
KETENTUANPENUTUP
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